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ABSTRAK 
 
CLAUDYA ASTHIIN LIWINSARI SUBA’IQ PUTRI SURADI (B11113584 ) 
’Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian LIstrik Dengan Cara Melawan 
Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 1670/Pid.B/2016/PN.MKS)” 
dengan dosen pembimbing Bapak H. M. Said Karim, selaku 
pembimbing I dan Bapak AmirIlyas, selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materil 
terhadap tindak pidana pencurian listrik serta untuk mengetahui 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam pencurian listrik 
dengan cara sambung langsung dalam Putusan Nomor. 1670/Pid.B/2016/ 
PN.MKS.  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selain dari data sekunder 
dan data primer juga dianalisis data secara kualitatif dan kuantatif 
terhadap fenomena – fenomena yang terjadi dalam permasalahan yang 
akan dibahas, selain itu berdasarkan hasil temuan lapangan dan 
kepustakaan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain diketahui bahwa 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal. Dalam surat 
dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu 
tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. 
Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah 
melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan tenaga listrik yang 
bukan miliknya” sebagai mana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 
30 tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, dan tentunya Hakim 
mempunyai pertimbangan – pertimbangan.  Karena yang ingin dicapai 
adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua 
pihak, baik itu bagiTerdakwa, korban ataupun penilaian masyarakat. 
Adapun saran yang dibelrikan oleh penulis, 1) Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal – hal yang 
meringankan dan  yang memberatkan bagi paraTerdakwa, 2) Penulis 
berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia 
menerima dan membantu mengawasi Terdakwa di tengah – tengah 
kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai. 
 
 
  
ABTRACT 
CLAUDYA ASTHIIN LIWINSARI SUBA’IQ PUTRI SURADI (B111 13 
584) “Judicial review against the illegal act of electricity theft (Case 
Study Verdict No: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS)”, supervised by 
Lecturers, H. M. Said Karim, as Supervisor 1, and Amir Ilyas, as 
Supervisor2. 
This research aims to explore the implementation of Material Law, 
and to explore the judge’s deliberations to drop a charge involving a 
criminal act of electricity theft stemming from the exploitation of the ‘direct-
connect’ method of using unauthorized electricity whilst also making 
someone else liable for the cost, in the case stated above. 
Data obtained in this research is not only from primary and 
secondary sources, but also analyzed quantitatively, and qualitatively from 
phenomena that occurs in the case to be discussed. Additionally, the data 
is also based on real events and literature. 
The outcome of this research is that the prosecutor’s indictment is a 
single charge. In the verdict, a single charge against a defendant means 
the defendant has committed only a single criminal offence, and the 
prosecutor is certain that the defendant has committed the criminal act, 
“with no right using somebody’s electricity”, as regulated in Article 51 
(paragraph 3, UU RI No. 30 2009 about electrification). It is also very clear 
that the Judge deliberates more in favour of this remark because their 
objective is to provide a ruling that is as close to a feeling of justice to all 
parties, i.e. justice for the victim, and community assessments, but to also 
provide fairness of punishment for the defendant. 
As for a recommendation from the author: in considering dropping 
the charge, the Judge must consider the aggravating, and alleviating 
aspects related to the defendant’s reasoning for committing such a crime; 
also that the local community and government willingly accept and 
observe the defendant’s behaviour in their subsequent return to society 
after the legal process is complete. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam 
kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun 
dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu tenaga listrik juga sangat 
dibutuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, 
perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi 
yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, 
selain itu juga dikarenakan PT PLN sebagai penyediaan energi listrik 
sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga 
energi listrik tersebut semakin melambung tinggi. 
Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung 
jawab melakukan pencurian listrik yang tentunya sangat merugikan PT. 
PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, karena 
seringnya terjadi drop tegangan karena si pencuri listrik tersebut 
menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, 
selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan 
arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang 
tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik 
(PUIL) yang berlaku dinegara kita.  
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Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur 
masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat 
saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai 
macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum 
pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat 
perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 
Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel 
dalam  bukunya  Inleding  Studie  Nederlands  Strafrecht,  memberikan 
definisi sebagai berikut (Moeljatno, 2009:8): Hukum pidana adalah semua 
dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam 
menyeleggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang 
apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa 
kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. 
Pengaturan  hukum yang  demikian  dapat  diketahui  perbuatan-
perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya 
seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga 
dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya 
kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak 
manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau 
pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian 
masalah itu. 
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Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu 
hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa 
musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan 
dari muka bumi ini. 
Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian 
perlu diketahui pula kejahatan. Penjahat dan reaksi sosial merupakan 
kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Perbuatan pidana 
bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang 
sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian aliran listrik.  
Tindak  pidana  pencurian  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang 
Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Buku II Bab 
XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi 
pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki 
salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tinndak pidana pencurian, yaitu 
mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. 
Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang 
berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan 
gas. 
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Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang 
paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian listrik 
dengan cara sambung langsung. 
Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai 
media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak 
pidana pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari 
kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Latar 
belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik, tidak terpaut 
dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga 
melakukan pencurian listrik karena tidak mendapatkan listrik di dalam 
rumahnya, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat 
pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak 
menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya, padahal pemakaian 
listrik melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau telah 
disepakati. 
Pencurian listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang 
merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian listrik 
makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas 
dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri listrik tentu ada 
sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, 
selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau 
rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya. Di Kota 
Makassar sendiri sering terjadi pencurian listrik, hampir setiap bulan 
 5 
 
terdapat pencurian listrik hal ini dikarenakan banyak masyarakat ingin 
pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan 
daya sebesar-besarnya.  
Berikut bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau 
pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. 
Pertama, memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit 
Breaker yang ada pada meter maupun pada N H Fuse (Sekering) 
sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang 
ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua, mempengaruhi kWh Kilo 
WattHouryang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung 
langsung darisambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada 
terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan 
mempengaruhi putaran kWh atau pun juga pada peralatan yang ada pada 
kWh sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga, 
memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang 
ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) dan mempengaruhi 
kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas 
(tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk 
ke keluar (beban konsumen). Bentuk ketiga merupakan gabungan antara 
pertama dan kedua. Ke empat, pelanggaran yang dilakukan oleh bukan 
pelanggan. 
Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama 
dialami oleh PLN dan pelanggan, bagi PLN Rayon Makassar kerugian 
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yang berupa nominal rupiah dapat mengurangi pemasukan pendapatan 
bagi PLN Rayon Makassar. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan 
operasional pemasokan listrik ke pelanggan. Adapun sanksi yang 
dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan 
Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) 
yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan 
haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah). 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan 
Hukum (Studi Kasus Nomor. 1670/Pid.B/2016/PN.MKS) 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum  
dalam Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam 
Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak 
pidana pencurian listrik dengan cara melawan huium dalam 
Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana dalam pencurian listrik dengan cara melawan hukum 
dalam Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Teoritis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada 
umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.  
b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai 
masalah-masalah yang ada dalam tindak pidana pencurian listrik 
yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan pengetahuan 
tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, 
khususnya mahasiswa fakultas hukum. 
2. Praktis 
Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi dan 
agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang 
pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan pencurian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana  
1. Pengertian tindak pidana  
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda 
yangditerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 
kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.  
Selain istilah straftbaar feit, dipakai istilah lain yang berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict”, 
dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia dipakai 
istilah delik. 
Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana 
dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan “subjek” tindak pidana.  
Begitu sulit memberikan pengertianterhadapstrafbaarfeit, membuat 
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para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut 
pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan 
istilah strafbaarfeit. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71) memberikan definisi tentang 
strafbaarfeit menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.  
Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak pidana 
adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. 
H.R Abdussalam   (2006:3)   memberikan   definisi   tentang 
strafbaarfeit sebagai: Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu 
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 
yang dilarang yang bersifat melawa hukum atau bertentangan dengan 
kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana. 
Jonkers  (Bambang  Poernomo,  1982:91)  memberikan  definisi 
tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu:  
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik 
dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat 
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dipertanggungjawabkan.  
 
Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang strafbaarfeit 
dari 2 (dua) segi, yaitu: 
1. Dari segi teoritis, strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.  
2. Dari segi hukum positif, strafbaarfeit adalah tindak lain daripada 
suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.  
Dari definisi yang dirumuskan oleh Pompe tersebut, memberikan 
pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu 
perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan 
sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap 
pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, 
sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni 
dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.  
Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah 
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besar “strafbare feiten” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat 
mengetahui bahwa tidak satupun dari “strafbare feiten” tersebut yang 
memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “strafbaar feit”, yakni bersifat 
“wederrechtelijk”, “aan schuld te witjen” dan “straafbaar” atau yang bersifat 
“melanggar hukum”,”telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja” dan “dapat dihukum”. 
Pengertian tentang strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Pompe 
memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oeh Simons 
tentang strafbaarfeit. Simons (Adami Chazawi, 2010:75) memberikan 
definisi tentang strafbaarfeit sebagai: Suatu tindakan melanggar hukum 
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat 
dihukum. 
Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah membuat 
suatu rumusan yang bersifat umum dari “strafbaarfeit” yaitu: Suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam 
suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa 
yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya 
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
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pidana  oleh  undang-undang.  Di sini  rumusan  dari  perbuatan  
jelas,misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 
pencurian.Adapun delik materiil adalahdelik yang perumusannya 
menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari 
akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 
tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. 
Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, 
bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, 
tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai 
asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan 
berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang 
hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang 
tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan 
undang-undang sebagai tindakan pidana. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1984:184) sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia;  
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
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pasal dari undang-undang yang bersangkutan;  
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);  
4. Dapat dipertanggungjawabkan  
Sedangkan menurut  Moeljatno  (Djoko  Prakoso,  1988:104) 
menyatakan bahwa:  
1. Kelakuan dan akibat  
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
4. Unsur melawan hukum yang objektif  
5. Unsur melawan hukum yang subjektif  
Selanjutnya  menurut  Satochid  Kartanegara  (Leden  Marpaung, 
2005:10) mengemukakan bahwa: Unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di 
luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan;  
2. Suatu akibat dan;  
3. Keadaan (omstandigheid)  
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);  
2. Kesalahan (schuld).  
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Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua 
macam (Tongat, 2006:4) yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) 
yang dapat berupa :  
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” 
yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat 
disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di 
dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal  
362 misalnya, unsur obyektif yang beupa “perbuatan” dan 
sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam 
oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.  
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana 
materiil. Contoh unsur obyektif yng berupa suatu “akibat” 
adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak 
dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana 
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP.  
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang-
undang adalah akibat berupa matinya orang.  
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c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang 
berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh 
undag-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.   
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku 
(dader) yang berupa:  
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan 
bertaggung jawab).  
b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah 
kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat 
dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri 
orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :  
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan 
arena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya 
itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan 
yang ia lakukan.  
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
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perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-
undang.  
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggungjawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang 
dianggap mampu bertanggungjawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, 
bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan 
adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap 
unsur tersebut (Tongat, 2006:5). 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut : 
1. Unsur objektif, terdiri atas :  
a. Perbuatan orang;  
b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;  
c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.  
2. Unsur subjektif, terdiri atas :  
a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;  
b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.  
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan 
rechtedelicten. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan 
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yangoleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. 
Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-
undang. Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
B. Pencurian  
1. Pengertian Pencurian  
Kata pencuri berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan ‘” 
Pe “ dan akhiran “ An “menurut Poewadaminta (1990:217), bahwa : 
Pencurti berasal dari kata “curi ” yang berarti sembunyi-sembunyi atau 
diam-diam dan pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang 
lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara yang tidak 
sah. 
Soedjono D (1984:10), menyatakan bahwa : 
Secara umum pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum 
mengambil dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang 
berhak. 
Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 
memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan 
atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau 
badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-
sarjana lain baik yang berkecimpung dibidang hukum maupun di luar 
bidang hukum 
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Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi 
unsur-unsur dan elemen–elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 
KUHP, diantaranya R. Soesilo (1995:249) mengemukakan bahwa:  
Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 900,- 
Menurut Andi Hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik 
yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang 
disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. 
Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi 
tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sangat luasnya 
hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai 
dengan Pasal 367 KUHP. 
2. Jenis-Jenis Pencurian  
Pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 (lima) yaitu:  
a. Pencurian biasa  
Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hokum 
pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. 
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang 
menyatakan:  “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
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memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. 
Menurut  R.  Soesilo  (Kitab  Undang-Udang  Hukum  Pidana, 
1995:249) menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa sebagai berikut : 
1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut:  
Perbuatan “mengambil”. Yang diambil harus “sesuatu barang” . Barang 
itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. 
Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” 
barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).  
2) “Mengambil” : mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu 
pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam 
kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada 
ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan 
(Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat 
dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila 
orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpidah tempat, 
maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru 
“mencoba” mencuri.  
3) “Sesuatu barang” : segala sesuatu yang berwujud termasuk pula 
binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan 
sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan 
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“gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau 
pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena 
itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-
kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun 
dua helai rambut tidak ada harganya.  
4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
“Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli 
sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan 
dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang 
warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B. suatu 
barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan 
pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang 
yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya.  
5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk 
memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu 
bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian 
diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk 
memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu 
pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah 
datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan 
ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang 
itu dimilikinya sudah berada ditangannya.  
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b. Pencurian Ringan 
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang  
menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 
Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 
ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 
dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.  
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur 
pencurian ringan adalah : 
1) Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362)  
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau  
3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam 
tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak 
diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, 
pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah 
palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :  
- Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.  
- Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah.  
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c. Pencurian dengan Pemberatan 
Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, 
apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi 
unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP.  
Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Pasal 363 KUHP 
sebagai berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :  
a) Pencurian ternak  
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya 
perang;  
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 
disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;  
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
e) Pencurian yang untuk maasuk ke tempat melakukan kejahatan 
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah 
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satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama 9 tahun.  
d. Pencurian dengan Kekerasan 
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur 
dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah 
“pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah “curas”.  
Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana 
(Soesilo, 1995:253) ini adalah sebagai berikut:  
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.  
(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:  
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.  
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama.  
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci 
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palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.  
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun .  
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau  selama  
waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun,  jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang 
diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3. 
e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga  
Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan :  
(1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena 
kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur 
atau bercerai harta benda, maka pembuat atu pembantu itu tidak 
dapat dituntut hukuman.  
(2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan 
tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu 
karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan 
yang menyimpang dalam derajat yag kedua, maka bagi ia sendiri 
hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari 
orang yang dikenakan kejahatan itu.  
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(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan 
dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.  
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP 
ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku 
maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, 
apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu 
(orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
3. Unsur-unsur Pencurian 
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP R.  
Soesilo (1995:249) yang menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa 
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk 
kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan 
melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.  
Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka suatu 
perbuatan dikategorikan sebagai  pencurian bila memenuhi  unsur-unsur 
sebagai berikut : 
a) Barang siapa  
b) Mengambil  
c) Sesuatu barang  
d) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
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e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.  
Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di 
dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 
KUHP,  maka  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  kategori  unsur-unsur 
pencurian, yaitu: 
a) Unsur-Unsur Obyektif 
(1) Mengambil 
Unsur perbuatan mengambil barang dengan maksud bahwa 
suatubarang  berada dalam penguasaan mutlak dan 
mengakibatkan putusnya hubungan antara barang dengan 
orang yang memilikinya. 
Menurut  Lamintang  (1989:13)  yang  secara  lengkap  dalam 
bahasa Belanda berbunyi: “Wegnemen is ene gendraging wa ardor man 
het goedbrengthinzijn feitolijke heerrchappij, bedoeling die men ten 
opzichte van dat goed verder koestert”. (mengambil ituadalah suatu 
perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang 
nyata atau berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, 
terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda 
tersebut). 
Mengambil adalah mengambil untuk dikuasi. Maksudnya untuk 
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mengambil barang itu dan barang  tersebut  belum  dalam kekuasaannya, 
apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada ditangannya, maka 
perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang 
tersebut sudah pindah tempat. Bilamana seseorang  baru  memegang  
saja  barang  tersebut  dan  belum berpindah tempat, maka perbuatan itu 
belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri” (Soesilo, 
1995:250). 
Perkembangan dalam hukum pidana menyebabkan pengertian 
perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran yang luas, 
seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-Undang yaitu tidak terbatas 
dengan tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau 
dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana teori alat 
dalam hukum pidana. Misalnya, dengan sepotong kayu atau besi ataupun 
menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin 
pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu.  
Disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang 
dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk 
mengalirkan muatan aliran listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan 
Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan 
pencurian. Beberapa teori yang terdapat di dalam doktrin menjelaskan 
tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai 
telah terjadi, masing-masing yakni: 
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Teori Kontrektasi  
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah 
memindahkan benda yang bersangutan dari tempatnya semula. 
Teori Ablasi  
Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh 
pelaku. 
Teori Aprehensi  
Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan  bahwa  pelaku  harus  membuat  benda  yang bersangkutan 
berada dalam penguasaan yang nyata.  
(2) Sesuatu Barang  
Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri,  
yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum 
dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang 
turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki 
oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka 
tidak ada tindak pidana pencurian. 
Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian sesuatu 
barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis 
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termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, 
kalung, dan sebagainya. 
Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, 
meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang 
disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Pada mulanya benda-
benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam 
Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 
adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (roerend goed). Benda-
benda tidak bergerak baru dapat menjadi benda bergerak. Misalnya, 
sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu rumah yang telah 
terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan 
bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang 
kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah 
terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.  
Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat 
dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak 
bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah 
atau dipindahkan. 
Pada tahun 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan 
barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang 
tidak  berwujud  dan  dapat  diambil,  namun  karena perkembangan Iptek 
ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik“. 
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Pada tanggal 23 Mei 1921, Arrest Hoge Raad memperluas arti kata 
barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik sehingga orang yang 
melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-
unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. 
(3)  Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik  
orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki 
pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut 
merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari 
pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. 
Misalnya sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A 
mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Akan tetapi berbeda 
halnya apabila semua sepeda tersebut berada halnya apabila semua 
sepeda tersebut berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, 
maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 
KUHP). 
Pengertian “orang lain” dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian 
maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu 
badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek 
pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda 
yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. 
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b) Unsur-Unsur Subyektif 
(1) Maksud untuk memiliki 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama 
unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als 
oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan 
kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak 
dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang 
milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. 
Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam 
tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan 
beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan 
alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan 
yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini 
adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, 
memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan 
sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, 
berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak 
sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk 
dijadikan sebagai miliknya.  
(2) Melawan hukum  
Unsur  “melawan  hukum”  ini  erat  berkaitan  dengan  unsur 
menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini 
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akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu 
menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa 
“melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang 
dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-
undang atau ketentuan yang berlaku. 
Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan 
melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki 
rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan 
yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.  
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009:33) menyebutkan 
bahwa: Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika 
penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya 
melanggar hukum, misalnya dengan cara memalsukan suarat kuasa, dan 
sebagainya. 
Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum 
bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, 
sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan 
hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum 
subyektif. 
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C. Listrik  
1. Pengertian listrik  
Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik 
bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang 
mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha 
atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.  
Penemu listrik adalah Maicheal faraday dan di Indonesia, energi 
listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 
350 tahun menjajah wilayah nusantara.  
Thales dari Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik 
statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu 
ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya 
bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.  
Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales (antara 640 – 546 M) 
seorang cendikiawan dari Yunani. Penggosokan Elektron atau dalam 
bahasa yunaninya “batu ambar” dengan kain wool sehingga benda yang 
ringan didekatnya mendekat bahkan menempel biasa dilakukan oleh 
beliau. Namun Thales belum mengetahui kenapa demikian.  
Selanjutnya diteruskan penelitian tentang gaya gerak dari batu 
ambar tersebut oleh seorang peneliti berkebangsaan inggris 
bernama William Gilbert (1733) yang menyebut peristiwa thales diatas 
adalah elektric yang diambil dari kata yunani Elektron atau batu ambar. 
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Selanjuitnya Charles du Fay (1739) berkebangsaan prancis 
mengetahui bahwa elektric itu terdiri dari Negatif dan Positif (- dan +). 
Selanjutnya, ada Benyamin franklin, ia adalah seorang penulis, penerbit, 
ilmuan, dan diplomat Amerika yang berperan dalam penulisan Deklarasi 
kemerdekaan Konstitusi Amerika serikat. Pada tahun 1975, beliau 
membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik.  
Pada tahun 1975, Franklin melakukan percobaan, ketika itu 
Farnklin menerbangkan layang – layang dengan kunci besi dibawahnya, 
ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat 
kepergelangan tangannya. 
Selanjutnya Alessandro Volta pada tahun 1800 berpendapat bahwa 
listrik itu seperti air dan berarti listrik itu sangat berguna karena 
mempunyai tenaga. Sehingga pada akhirnya ia dapat membuat baterai 
sebagai sumber energi lsitrik. 
Pada saat itu tumpukan volta yang terbuat dari lempengan tipis 
tembaga dan seng dipisahkan dengan karton lembab. Dengan cara ini 
jenis listrik baru ditemukan. Volta menunjukan bahwa Listrik dapat dibuat 
untuk perjalanan dari satu titik ke titik (tempat) lain dengan kawat.  
Selanjutnya ada Michael Faraday yang sangat tertarik dan terus 
meneliti jenis listrik magnet atau yang biasa disebut Elektromagnetik “jika 
listrik dapat menghasilkan magnet (sebagaimana percobaan pertama) 
kenapa magnet tidak dapat menghasilkan listrik”. Pada tahun 1831, 
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Faraday mempunyai solusi. Bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet 
dan perak. Faraday menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan 
didalam gulungan kawat tembaga, sebuah arus listrik kecil dapat mengalir 
melalui kawat. Sehingga munculah dinamo pembangkit lsitrik atau juga 
bisa disebut Generator listrik, meskipun baru mampu menghasilkan listrik 
kecil dan berarus DC.  
Menurut Benjamin Franklin (1706–1790), adanya perpindahan 
muatan dari benda satu ke benda yang lain merupakan implikasi dari 
hukum kekekalan muatan, artinya pada saat terjadi gosokan antara dua 
benda, tidak menciptakan muatan listrik baru namun prosesnya 
merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain.  
Secara umum sejarah kelistrikan di Indonesia di mulai pada tahun 
1897 ketika berdiri perusahaan listrik pertama yang bernama 
Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij [NIEM] di Batavia 
dengan kantor pusatnya di Gambir. Sedangkan sejarah kelistrikan di 
Surabaya bermula ketika perusahaan gas NIGM pada tanggal 26 April 
1909 mendirikan perusahaan listrik yang bernama Algemeene 
Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij [ANIEM]. ANIEM adalah 
salah satu perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan 
mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu.  
Beberapa perusahaan sejenis misalnya Bandoenghsche 
Electriciteit Maatschappij [BEM], yang mengelola tenaga listrik di Kota 
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Bandung dan memiliki pusat listrik tenaga air di Sungai Cikapundung dan 
diberi nama Waterkrachtwerk Pakar aan de Tjikapoendoengnabij Dago. 
BEM berdiri pada tahun 1913 tetapi pada tahun 1922 pengelolaan listrik di 
Kota Bandung dan sekitarnya diambil alih oleh Gemeenschappelijk 
Electrisch Bedrif Bandoeng en Omstreken [GEBEO]. 
ANIEM merupakan perusahaan yang berada di bawah NV 
Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co. 
Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke 
Kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dengan mendirikan perusahaan 
gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij [NIGM]. 
Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa 
pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota besar di 
Jawa. 
Dalam waktu yang tidak berapa lama,  ANIEM berkembang menjadi 
perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 
40% dari kebutuhan listrik di dalam negeri. ANIEM juga melakukan 
percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 
26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang 
kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 
pangelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan 
diserahkan kepada ANIEM.  
Menurut Wikipedia, Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik 
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tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan 
penolakan gaya di antaranya. Atau menurut pengertian lainnya, Listrik 
adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Listrik 
memungkinkan terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal luas, 
seperti petir, medan listrik, dan arus listrik. Listrik digunakan dengan luas 
di dalam aplikasi-aplikasi industri seperti elektronik dan tenaga listrik.  
Listrik memberi kenaikan terhadap empat gaya dasar alami (gaya 
gravitasi, gaya elektromagnetisme, gaya nuklir lemah dan gaya nuklir 
kuat). "Jumlah listrik" juga dikenal dengan istilah "Muatan Listrik" atau 
"Jumlah Muatan". Ada dua jenis muatan listrik: positif dan negatif. Melalui 
eksperimen, muatan-sejenis saling menolak dan muatanlawan jenis saling 
menarik satu sama lain. 
Jika listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya dari wolfram 
dan tungsten, cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam itu. Bahan-bahan 
seperti itu dipakai dalam bola lampu (bulblamp atau bohlam). Setiap kali 
listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan 
dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang timbul 
akan berlipat. Sifat ini dipakai pada elemen setrika dan kompor listrik.  
Aliran listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Dengan 
listrik arus searah jika kita memegang hanya kabel positif (tapi tidak 
memegang kabel negatif), listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita (kita 
tidak terkena strum). Demikian pula jika kita hanya memegang saluran 
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negatif. 
Sedangkan pada listrik arus bolak-balik, listrik juga bisa mengalir ke 
bumi (atau lantai rumah). Hal ini disebabkan oleh sistem perlistrikan yang 
menggunakan bumi sebagai acuan tegangan netral (ground). Karena itu 
jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau 
tangan kita menyentuh dinding, membuat listrik mengalir dari tangan ke 
kaki sehingga kita akan mengalami kejutan listrik ("terkena strum"). 
Daya listrik dapat disimpan, misalnya pada sebuah aki atau baterai. 
Listrik yang kecil, misalnya yang tersimpan dalam baterai, tidak akan 
memberi efek setrum pada tubuh. Pada aki mobil yang besar, biasanya 
ada sedikit efek setrum, meskipun tidak terlalu besar dan berbahaya. 
Listrik mengalir dari kutub positif baterai/aki ke kutub negatif. 
Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada mesin pencari google 
pada tanggal 2 April 2017, ada beberapa pendapat para ahli tentang 
listrik, yaitu antara lain: 
1. OYCE JAMES, COLIN BAKER, HELEN SWAIN mengatakan 
bahwa Listrik adalah aliran atau pergerakan elektron - elektron 
adalah partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua 
atom. 
2. NETI LIM, LINDA, YULINDA, FRANSISKA, & SUSILAWATI 
mengatakan Listrik merupakan sumber energi yang sangat 
penting bagi manusia. 
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3. HEINZ FRICK & PUJO L. SETIAWAN mengatakan bahwa 
Listrik merupakan energi yang dapat diubah menjadi energi lain, 
menghasilkan panas, cahaya, kimia, atau gerak (mekanik) 
Listrik merupakan partikel subatomik seperti proton dan elekton 
yang bisa menyebabkan dorongan atau tahanan gaya diantaranya. Arus 
listrik merupakan partikel elektron yang mengalir dari potensial tinggi 
menuju potensial yang lebih rendah melalui mediator yang disebut 
konduktor.  
Arus listrik, adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari 
pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit 
listrik tiap satuan waktu. Satuan Arus Listrik, adalah Ampere. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 
tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa :“tenaga listrik adalah 
segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, 
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan 
bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.”  
Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan 
dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa 
usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya 
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dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya menetapkan kebijakkan-kebijakkan, pengaturan, 
pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.  
Dalam rangka peningkatan penyedian tenaga lstrik kepada 
masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum dibidang 
ketenagalistrikan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai 
kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di 
bidang keteknikan. 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, 
menyebutkan bahwa: 
“ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang 
tenaga listrik.” 
Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan 
teknologi dengan listrik sebagai alat baik di Kota maupun di Desa-desa 
atau diberbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting 
bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala 
bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, 
maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan 
sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas 
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termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada 
sejengkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, 
karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat 
membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi 
lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik. 
Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, 
tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat 
dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah 
nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun dibalik kegemerlapan itu 
semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau 
pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik. 
 
2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan  
a. Ketentuan Pidana dalam Undanng-Undang Nomor.30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
Pasal 49 
1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidna 
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penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 
2) Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga 
listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda setinggi-tingginya 
Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). 
3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk 
dimanfaatkan bagi kepentinggan umum tanpa 
sepertujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar 
rupiah). 
Pasal 50 
1) Setiap orang yang tidak memiliki keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena 
tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
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2) Apabila perbuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga 
listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar 
rupiah). 
3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin 
operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada 
korban. 
4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng-
undangan. 
Pasal 51 
1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan 
penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
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2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga 
merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah). 
3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang 
bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda 
paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar llima ratus 
juta rupiah). 
Pasal 52 
1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang 
berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar 
rupiah). 
2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin 
usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. 
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Pasal 53 
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa 
penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 
Pasal 54 
1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik 
tanpa sertifikat baik operasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau 
memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga 
listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima 
miliar rupiah). 
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Pasal 55 
1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan 
usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha 
dan/atau pengurusnya. 
2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang 
dikenakan berupa denda maksimal ditambah 
sepertiganya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar dan PT. PLN 
(Persero) Area Makassar sebagai tempat penelitian. Adapun alasan 
penulis memilih tempat tersebut, dikarenakan sebagai efesiensi dan 
kemudahan untuk melakukan penelitian serta sebagai perusahaan yang 
merugi diakibatkan pencurian listrik. Selain itu pada lokasi tersebut 
dianggap tersedia data dan sumber data yang dapat dibutuhkan dalam 
penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, data yang penulis peroleh dalam bentuk: 
a. Data Kualitatif 
Data yang penulis peroleh dalam bentuk non angka statistik atau 
hasil deskripsi literatur dan bahan pustaka lainnya. 
b. Data Kuantitatif 
Data yang penulis peroleh dalam bentuk angka-angka statistik. 
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2.   Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan 
dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
a. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik 
wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. 
b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan 
dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan berupa 
artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, 
surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
perundang-undangan di bidang pidana, yaitu KUHP, jurnal-
jurnal hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan 
yuridis terhadap pencurian listrik. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research). 
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Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil 
penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapang (field research) 
Penelitian lapang ini ditempuh dengan cara, yaitu: 
 Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan 
langsung dengan objek penelitian.
 Wawancara (interview) langsung kepada wawancara dengan 
pihak PT. PLN (Persero) Area Makassar dan pihak terkait di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
 
D. Tehnik Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan 
yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK 
PIDANA PENCURIAN LISTRIK 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan 
hukumpidana materil dalam kasus putusan No. 
1670/Pid.B/2016/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus dan pejatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihar 
acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini..  
1. posisi kasus  
Pada hari rabu, 30 september 2015 sekitar pukul 10.00 wita 
atas bertempat dilokasi proyek Wisma B Asrama Haji Sudiang jalan 
Goa Ria Kota Makassar, ketika itu Tim P2TL (Penerbitan 
Pemakaian Tenaga Listrik) mendatangi Lokasi proyek 
pembangunan tersebut dalam suatukegiatan Operasi Rutin 
berdasarkan Surat Perintah Keputusan Direksi PLN dan Surat 
Perintah Tugas nomor: 50.ST/432/TND/2015, dimana dalam 
pembangunan proyek tersebut terdakwa selaku Site Manajer PT 
Cisco Sinar Jaya yang bertanggung jawab penuh di lapangan 
(lokasi) pada proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wisma 
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B Asrama Haji Embarkasi Makassar sesuai Surat Tugas yang 
dimiliki oleh Terdakwa. 
Pada saatdilakukan pemeriksaan oleh Tim P2TL telah 
ditemukan terdakwa melakukan tindak penyambungan langsung 
Arus Listrik milik PT. PLN (Persero) Wilayah SulSelbar tanpa alas 
hak dan tanpa pengukur atau KWH meter, temuan TIM P2TL di 
lapangan yakni berupa adanya sambungan kabel LVTC 3x35+1x25 
mm2sepanjang kurang lebih 30 meter dan 6 buah MCB (Mini 
Circuit Breaker) dengan Panahan Arus sebesar 180 Ampere yang 
digunakan sebagai sarana pengambilan arus listrik di (tiga) titik 
dengan penjelasan sebagai berikut: 
 3 (tiga) buah MBCx 40 Ampere 1 (satu) Set total 120 
Ampere ditemukan di tempat direksi Kit, tempat men Lass, 
Potong besi (bengkel proyek) 
 1 (satu) buah MBCx20 Ampere, 1 (satu) set total 20 
Ampere ditemukan di gedung belakang untuk penerangan 
 2 (dua) buah MBC x 20 Ampere, 1 (satu) set total 40 
Ampere ditemukan di gudang pertama untuk penerangan 
serta supplay tenaga untuk penggunaan mesin. 
 11 (sebelas) buah Pierching Konektor 
 7 (tujuh) buah JRT (jaringan tenaga rendah) ke 
sambungan instalasi Pelanggan 
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 Kabel LVTC ke gudang A dan Gudang B masing-masing 2 
(dua) buah. 
Terdakwa selaku penganggung jawab dalam kegiatan 
pelaksanaan pembangunan Wisma B Asrama Haji Sudiang pada 
sekitar bulan juli 2015 meminta bantuan kepada Lk. Rahmat (Belum 
tertangkap/DPO) yang merupakan karyawan terdakwa untuk 
memasang instalasi listrik yang ada pada proyek pembangunan 
Wisma B Asrama Haji Sudiang tersebut dan oleh Lk. Rahmat telah 
memperkenalkan terdakwa dengan saksi SUHARTOYO bin 
SUNARTA (penuntutan terpisah) untuk pengurusan pemasangan 
baru listrik sebesar 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) 
dan masih dalam proses belum terdaftar sebagai pelanggan dan 
berdasarkan hasil temuan dilapangan oleh Tim P2TL Jumlah 
pembatas arus total sebesaar 180 Ampere atau setara dengan 
39.600 VA (watt) seharusnya terdakwa mengajukan Permohonan 
Pelayanan Khusus/ multiguna bukan sebagai pelanggan biasa. 
Bahwa terdakwaketika itu telah meminta bantuan dari pihak 
saksi SUHARTOYO Bin SUNARTA (penuntutan terpisah) untuk 
menarik kabel dari tiang listrik dari PT.PLN (persero) ke Direksi 
Wisma B Asrama Haji Sudiang yang di kerjakan oleh PT.CISCO 
SINAR JAYA tanpa dilengkapi dengan SPK (Surat Perintah Kerja) 
dari manajer Rayon setempat, di mana aliran listrik yang telah 
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ditarik oleh terdakwa dengan cara sambungan langsung tanpa 
dilengkapi meteran untuk mengoperasionalkan/menjalankan 
beberapa alat yang menggunakan arus listrik berupa bor listrik, 
gurinda/alat pemotong listrik, las listrik, mesin air, lampu 
penerangan dan peralatan kantor dilokasi Direksi Kit berupa AC, 
dispenser, laptop serta printer. 
Akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan sambungan 
langsung arus listrik milik PLN, tanpa menggunakan Kwh meter 
sehingga PT. PLN (Persero) Area Makassar mengalami kerugian, 
dan sesuai dengan hasil perhitungan tagihan susulan Lembar I 
(Perhitungan kerugian) Lembar I sebesar Rp. 272.563.710 (dua 
ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh 
ratus sepuluh rupiah) sedangkan untuk nilai akhir perhitungan 
tagihan susulan (perhitungan kerugian) lembar II sebesar Rp. 
90.858.570 (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan 
lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 
363.422.280 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh 
dua ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara  
fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana 
yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi 
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persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 
143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat 
dakwaan meliputi :  
 surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan 
penuntut umum pembuat surat dakwaan;  
 Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas 
terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;  
Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah  tentang :  
 Tindak pidana yang dilakukan;  
 Siapa yang melakukan tindak pidana;  
 Dimana tindak pidana dilakukan;  
 Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;  
 Bagaimana tindak pidana dilakukan;  
 Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik 
materiil);  
 Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut (delik-delik tertentu);  
 Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;  
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut 
umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan 
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kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. 
Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang 
memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari 
negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku 
tindak pidana. Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, 
maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan 
unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas 
dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan 
dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang 
dirumuskan  dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ 
digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat 
diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), 
pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), 
penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu 
(medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai 
tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan 
sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas 
dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur 
libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :  
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1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;  
2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur 
delik;  
3) cara perbutan materiil dilakukan.  
Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana 
dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak 
pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak 
boleh ada yang tercecer/tertinggal tidak tercantum dalam surat 
dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana 
semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, 
perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana 
dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka 
usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.  
Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal 
yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, 
sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum 
dalam menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat 
dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman 
praktik masing-masing.  
Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 
1670/Pid.B/2016/PN.MKS. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang 
disusun jaksa penuntut umum adalah Surat Dakwaan Tunggal. 
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Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana 
Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum 
merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana 
“tanpa hak menggunakan listrik yang bukan miliknya” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana menurut pasal 51 ayat (3) Undang-
Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diajukan oleh penuntut 
umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai 
sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa 
surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan 
pidana selesai dilakukan.Surat tuntutan ini sendiri berisikan 
tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut 
dengan Rekuisitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat 
Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di 
persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan 
Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat 
Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat 
hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan 
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benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
membuat Surat Tuntutan :  
 Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.  
 Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang 
baik dan benar.  
 Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah 
dimengerti. 
 Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut 
sumbernya.  
Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan Nomor 
1670/Pid.B/2016/PN.MKS. dapat dilahat dalam Tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-
72/Mks/Euh.2/11/2016, yang pada pokoknya meminta kepada 
Majelis Hakim untuk memutuskan:   
1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ADIPUTRA, ST bersalah 
melakukan tindak pidana tanpa hak telah menggunakan tenaga 
listrik yang bukan miliknya sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 51 Ayat (3) UU RI Nomor 30 Tahun 2009 
tentang ketenagalistrikan. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN ADIPUTRA, 
ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan. 
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3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 11 (Sebelas) buah bola lampu merek Philips (putus/rusak) 
- 1 (satu) unit AC merk LG SN: 410IAC00158402S0009 
- 1 (satu) unit dispenser Merk Miyako warna hijau putih 
- 1 (satu) unit alat bor listrik merek Mactec Makita MT90 
warna orange. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) 
4. Amar Putusan 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Ruslan Adiputra, ST., telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“tanpa hak menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya”. 
2. Memidana terdakwa Ruslan Adiputra, ST . oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali 
dengan perintah Hakim ditentukan lain atas alasan sebelum 
masa percobaan selama 1 (satu) tahun; 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 11 (Sebelas) buah bola lampu merek Philips (putus/rusak) 
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- 1 (satu) unit AC merek LG SN: 410IAC00158402S0009 
- 1 (satu) unit dispenser merek Miyako warna hijau putih 
- 1 (satu) unit alat bor listrik merek Mactec Makita MT90 warna 
orange. 
Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa RUSLAN 
ADIPTREA, S.T) selaku saite Manajer pada PT. CISCO SINAR 
JAYA 
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 
01/ST/CSJ/WISMA B/V/20152, 
- 2 (dua) lembar hasil perhitungan tagihan susulan 
(kerugian), 
- 1 (satu) rangkap berita acara P2TL (Penertiban Pemakaian 
Tenaga Listrik Instalasi Sambung Listrik (satu) fasa, 
- 1 (satu) rangkap berita acara P2TL (Penertiban Pemakaian 
Tenaga Listrik Instalasi Sambung Listrik (satu) fasa 3 (tiga) 
fasa. 
Tetap terlampir dalam berkas Perkara; 
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara 
sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
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5. Analisis Penulis 
Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal. Dalam surat 
dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan 
satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin 
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa 
telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan tenaga 
listrik yang bukan miliknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 51 
ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.  
Dalam perkara di atas, Terdakwa RUSLAN ADIPUTRA, ST 
didakwa 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan. Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut 
Umumberbentuk dakwaan tunggal maka Hakim hanya akan 
mempertimbangkan dan membuktikan satu pasal saja, yaitu Pasal 
51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
Selanjutnya dalam proses persidangan dan sampai pada 
pengambilan keputusan, akhirnya Hakim menyatakan terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“tanpa hak menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 
2009 tentang Ketenagalistrikan. 
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Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang 
dilakukan oleh Mejelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak 
menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana 
tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur dari 
Pasal Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan, yaitu sebagai berikut:  
1. Unsur Setiap Orang;  
2. Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara 
melawan hukum 
Penjelasan: 
1. Unsur Setiap Orang 
Bahwa pengertian “setiap orang” disini menurut UU No. 30 
tahun 2009 tentang ketenakalistrikan adalah orang-perorangan 
atau badan hukum (Kooperasi) baik WNI maupun WNA sebagai 
subjek hukum telah menggunakan tenaga listrik yang bukan 
haknya secara melawan hukum, setiap orang yang melakukan 
perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya.  
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- Bahwa Lk. Ruslan Adiputra, ST yang dihadapkan 
dipersidangan dengan berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, 
bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri 
yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam 
perkara ini adalah Lk. Ruslan Adiputra, ST adalah orang 
yang sehat jasmania dan rohani serta mampu menjawab 
semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim 
maupun Penuntut Umum secara benar dan lancar, dengan 
demikian Lk. Ruslan Adiputra, ST dapat diminta 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 
dilakukannya.  
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap 
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
2. Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara 
melawan hukum 
Bahwa pengertian secara tanpa hak/melawan hukum 
menggunakan tenaga listrik disini adalah suatu tindakan yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum (korporasi) yang 
menggunakan tenaga listrik secara tidak sah (resmi) karena belum 
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terdaftar sebagai konsumen (pelanggan) PLN dan tindakan tersebut 
bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2009 tentang 
ketenagalistrikan. 
- Berdasarkan fakta terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
Ir. Haris, Sasksi Muhammad Hidayat, SH. Bin. H. Saebani, ST, 
saksi Sahrul, Saksi Suhartoyo Bin Sunarto, saksi Shad 
Muzakkir, saksi Sudirman Tahir, SH, dan saksi Rolandi Tumpal 
F.M. Siregar, ST dan keterangan terdakwa Ruslan Adiputra, ST 
yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada 
hari rabu tanggal 30 September 2015 seitar pukul 10.00 wita 
atau bertempat dilokasi proyek Wisma B Asrama Haji Sudiang 
jalan Goa Ria Kota Makassar, di mana terdakwa selaku saite 
manejer pada PT. Cisco Sinar Jaya yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan pembangunan wisma B asrama haji 
sudiang di mana ketika itu saksi Ir. Haris, dkk telah menemukan 
Terdakwa melakukan penyambungan langsung arus listrik 
tanpa menggunakan meteran (sambung langsung) akibat 
perbuatan Terdakwa yang telah melakukan sambungan 
langsung arus listrik milik PLN, tanpa menggunakan KWH 
meter sehingga PT. PLN (Persero) area Makassar mengalami 
kerugian dan sesuai dengan hasil perhitungan tagihan susulan 
(perhitungan kerugian) lembar I sebesar Rp. 272. 563. 710,- 
(dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tuga ribu 
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tujuh ratus sepuluh rupiah) sedangkan untuk nilai akhir 
perhitungan tagihan susulan (perhitungan kerugian) lembar II 
sebesar Rp. 90.858.570,- (sembilan puluh juta  delapan ratus 
lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sehingga 
total kerugian sebesar Rp. 363.422.280,- (tiga ratus enam 
puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus 
delapan puluh rupiah). 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur menggunakan 
tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Adapun alat 
bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai 
berikut:  
a. Keterangan saksi;  
b. Keterangan ahli;  
c. Surat;  
d. Petunjuk;  
e. Keterangan terdakwa.  
Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat 
bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi yaitu 
dengan adanya keterangan saksi (Brigpol Muchtar, Yusri, Ramsu, 
H. Abdul Hakim Makka, dan AKBP Masura), surat (surat 
pernyataan), petunjuk (mobil) dan keterangan Terdakwa Ruslan 
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Adiputra, ST telah terpenuhi. Sehingga sangat tepat dan beralasan 
kuat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.   
 
B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN 
LISTRIK (Putusan Nomor. 1670/pid.B/2016/PN.MKS) 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim untuk 
menetapkan status seorang Terdakwa dalam persidangan. Pengambilan 
keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu  
pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan 
persidangan selesai maka Hakim harus mengambil keputusan yang tepat. 
Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus memilah  
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai  
keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian  
atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang 
berlaku. Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan apakah Terdakwa 
terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.   
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam  
memutus Perkara Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks, Penulis membagi  
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kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
sosiologis. 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang 
mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-
asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.  
Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan 
Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 
1670/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu:  
1) Bahwa benar pada hari rabu tanggal 30 September 2015 sektar 
pukul 10.00 Wita atau bertempat di lokasi proyek Wisma B 
Asrama Haji Sudiang Jalan Goa Ria Kota Makassar yang 
pengerjaannya dilakukan oleh PT. Cisco Sinar Jaya, telah 
ditemukan adanya penggunaan listrik tanpa kWh meter secara 
tidak sah atau tidak resmi (pelanggaran non pelanggan) oleh sdr. 
Ir. Haris selaku petugas P2TL (Penertiban pemakaian Arus 
Listrik) PT. PLN (Persero) Wilayah SulSelbar, dengan cara 
melakukan pemasangan/penyambungan kabel listrik dari tiang 
lisrik milik PT PLN (persero) ke dalam lokasi Proyek 
Pembangungan Wisma B Asrama Haji Sudiang oleh bantuan Lk. 
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Rahmat dan Lk. Suhartoyo dengan menggunakan alat berupa 
kabel lisrik dengan panjang sekitar 30 meter, 11 (sebelas) buah 
piercing connector (penyambung kabel), 5 (lima) buah MCB 
(Pembatas daya), dan alat-alat lainnya. 
2) Dari hasil pemeriksaan Tim Petugas P2TL (Penertiban 
pemakaian Arus Listrik) PT PLN (persero) berkaitan dengan 
penyambungan dan penggunaan listrik di lokasi proyek 
pembangunan Wisma B Asrama Haji Sudiang diketahui bahwa 
tersangka Ruslan Adiputra, ST. Adalah pelaksana dan 
penanggung jawab dalam pengerjaan proyek pembangunan di 
lokasi tersebut dan dalam pemasangan dan penggunaan 
listriknya hanya berdasar kepada surat berupa permohonan 
pasang baru online berserta bukti biaya pembayaran pasang 
online (lunas), yang di mana surat tersebut belum menjadikan 
sahnya penggunaan listrik untuk dilokasi proyek pembangunan 
Wisma B Asrama Haji Sudiang. 
3) Bahwa benar Terdakwa ditemukan oleh TIM P2TL (Penertiban 
pemakaian Arus Listrik) dalam operasi rutin oleh pihak PLN 
sedang melakukan penyambungan langsung tanpa melalui 
meteran. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang 
bukan haknya secara melawan hukum dan dalam hal ini 
tersangka Ruslan Adiputra, ST bukan merupakan 
pelanggan/konsumen resmi dalam menggunakan tenaga listrik 
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sebagaimana dimaksud, sehingga tersangka Ruslan Adiputra, 
ST telah melakukan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan. 
4) Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT.PLN Area Makassar 
telah dikembalikan oleh terdakwa (Bukti Pengembalian terlampir) 
5) Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP 
(berita acara pemeriksaan). 
6) Bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, 
kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa 
dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang 
didakwakan kepadanya, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal 
yang  didakwakan kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan 
terpenuhi seluruhnya. 
Sesuai dengan fakta hukum di atas, bahwa benar telah terjadi 
tindak pidana yang menggunakan tenaga listrik yang bukan hanya 
secara melawan hukum dan/atau perbuatan turut serta membantu 
melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 
(3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun 
perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang 
Ketenagalistrikan diatur lebih khusus, yaitu: 
 70 
 
Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) ini dilakukan oleh 
badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau 
pengurusnya. 
Unsur-unsur tindak pidana pasal 51 ayat (3) adalah sebagai 
berikut. 
1. Unsur Setiap Orang 
Bahwa pengertian “setiap orang” disini menurut UU No. 30 
tahun 2009 tentang ketenakalistrikan adalah orang-perorangan 
atau badan hukum (Kooperasi) baik WNI maupun WNA sebagai 
subjek hukum telah menggunakan tenaga listrik yang bukan 
haknya secara melawan hukum, setiap orang yang melakukan 
perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya.  
2. Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara 
melawan hukum 
Bahwa pengertian secara tanpa hak/melawan hukum 
menggunakan tenaga listrik disini adalah suatu tindakan yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum (korporasi) 
yang menggunakan tenaga listrik secara tidak sah (resmi) 
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karena belum terdaftar sebagai konsumen (pelanggan) PLN dan 
tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2009 
tentang ketenagalistrikan. 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa 
Ruslan Adiputra. STadalah orang yang memiliki kemampuan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan 
alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan 
bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.  
Bahwa Lk. Ruslan Adiputra, ST yang dihadapkan 
dipersidangan dengan berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti 
surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. 
Ruslan Adiputra, ST adalah orang yang sehat jasmania dan rohani 
serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh 
Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara benar dan lancar, 
dengan demikian Lk. Ruslan Adiputra, ST dapat diminta 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.  
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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Sedangkan terpenuhinya unsur kedua dapat dilihat dari fakta-
fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan 
keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan Putusan sebagaimana yang telah diduraikan 
dalam Putusan No. 1670/Pid.B/2016/PN.Mks di atas. 
Antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah 
saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang 
ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah tebukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
“Tanpa hak menggunakan Tenaga Listrik yang bukan miliknya”. 
Oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana 
yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa 
keadilan yang berlaku di masyarakat. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya 
bahwa pertimbangan sosiologis adalah Pertimbangan Hakim yang 
menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, 
kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 
dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan 
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KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam 
pemidanaan, Hakim mempertimbangkan:  
1. Kesalahan terdakwa;  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin membuat tindak pidana;  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;  
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak 
pidana; 
7.  Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga.  
Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa 
Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak 
boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi 
Hakim juga harus mempertimbangkan aspek  sosiologisnya.  
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang 
tertera dalam Putusan Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks adalah:  
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a. Hal-hal yang memberatkan:  
- Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat 
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi 
orang lain 
b. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan dan 
mengakui terus perbuatannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya kembali; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis 
Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa 
Ruslan Adiputra, ST dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
dan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah 
Hakim ditentukan lain atas alasan sebelumnya masa percobaan 
selama 1 (satu) tahun. 
3. Analisis Penulis 
Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana,  
tentunya Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena 
yang  ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati 
rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, korban 
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ataupun penilaian penilaian masyarakat. Dengan demikian 
masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga 
peradilan.  
 
 
 
 
 
\ 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah 
diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Makassar dalam Putusan Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks yang  
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam 
Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan 
pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa 
keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, 
dan keterangan terdakwa.  
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 
1670/Pid.B/2016/PN.Mks. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya 
semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan tunggal Pasal 
51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, 
serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah 
keyakinan Hakim.   
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B. Saran 
Ada pun saran dari penulis, yaitu sebagai berikut: 
1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang 
memberatkan bagi para Terdakwa. Pertimbangan hukum yang 
dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut. 
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat 
bersedia menerima dan membantu mengawasi Terdakwa 
ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya 
selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana 
agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan 
perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan 
pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa. 
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